SALINAN

BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Menimbang :

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

a. bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah yang

disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan daerah dan kemampuan dalam menghimpun
pendapatan negara, merupakan wujud dari pengelolaan
keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan
bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat;

.bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dipandang perlu
melakukan Penyesuaian belanja operasional dan non
operasional dalam rangka efisiensi serta pergeseran
anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar
rincian obyek belanja dalam obyek belanja pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah, maka penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian kembali;

. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan

menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan dengan
adanya perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka Peraturan
Bupati Kendal Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2025
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 44
Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dipandang sudah
tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu
diadakan perubahan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c¢, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang



Mengingat

Menetapkan :

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor
12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3079);

6. Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2024 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 12
Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2024 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.



Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor
45) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

a. Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 2);

b. Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2025 Nomor 12);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (6) Pasal 8 diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf a direncanakan sebesar Rp2.015.019.456.088,00
(dua triliun lima belas miliar sembilan belas juta empat
ratus lima puluh enam ribu delapan puluh delapan
rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa;
c. belanja bunga;

d. belanja subsidi;

e. belanja hibah; dan

f. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp1.250.763.033.785,20
(satu triliun dua ratus lima puluh miliar tujuh ratus
enam puluh tiga juta tiga puluh tiga ribu tujuh ratus
delapan puluh lima koma dua nol rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp680.947.691.802,80 (enam ratus delapan puluh
miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta enam
ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus dua koma
delapan nol rupiah).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp75.458.730.500,00
(tujuh puluh lima miliar empat ratus lima puluh delapan
juta tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f direncanakan sebesar



Rp7.850.000.000,00 (tujuh miliar delapan ratus lima
puluh juta rupiah).

2. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 9
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Pasal 9

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf b direncanakan sebesar Rp277.480.871.029,00
(dua ratus tujuh puluh tujuh miliar empat ratus delapan
puluh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua
puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja modal tanah;

b. belanja modal peralatan dan mesin;

c. belanja modal gedung dan bangunan;

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

e. belanja modal aset tetap lainnya; dan

f. belanja modal aset lainnya.

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp135.000.000,00
(seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b  sebesar
Rp110.154.506.730,00 (seratus sepuluh miliar seratus
lima puluh empat juta lima ratus enam ribu tujuh ratus
tiga puluh rupiah).

Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar
Rp77.064.237.650,00 (tujuh puluh tujuh miliar enam
puluh empat juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam
ratus lima puluh rupiah).

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp76.657.923.149,00 (tujuh puluh enam miliar enam
ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh
tiga ribu seratus empat puluh sembilan rupiah).

Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp13.409.203.500,00 (tiga belas miliar empat ratus
sembilan juta dua ratus tiga ribu lima ratus rupiah).
Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp60.000.000,00
(enam puluh juta rupiah).

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf c direncanakan sebesar Rp15.095.106.424,00 (lima
belas miliar sembilan puluh lima juta seratus enam ribu empat
ratus dua puluh empat rupiah).

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:



Pasal 12

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf c¢ direncanakan sebesar Rp115.000.000.000,00
(seratus lima belas miliar rupiah), yang terdiri atas:

a. penerimaan Pembiayaan; dan
b. pengeluaran Pembiayaan.

. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 14 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol
rupiah), yang terdiri atas:

a. pembentukan dana cadangan;

b. penyertaan modal Daerah;

c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
d. pemberian pinjaman Daerah; dan

e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol
rupiah).

(3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol
rupiah).

(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol
rupiah).

(6) Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
RpO0,00 (nol rupiah).

. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 15

(1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan
anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya
defisit sebesar (Rp115.000.000.000,00) (seratus lima
belas miliar rupiah).

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan
Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan
direncanakan sebesar Rp115.000.000.000,00 (seratus
lima belas miliar rupiah).

. Lampiran I Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun 2024
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah beberapa



10.

11.

12.

kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor
12 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

. Lampiran II Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun 2024

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor
12 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

. Lampiran III Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun

2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor
12 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Lampiran IV Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun
2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor
12 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Lampiran V Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun 2024
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor
12 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Lampiran IX Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun
2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor
12 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
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diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

. Lampiran X Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun 2024

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor
12 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 3 Juni 2025

BUPATI KENDAL,
Cap ttd

DYAH KARTIKA PERMANASARI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 3 Juni 2025

Pj. SEKRETARIS

DAERAH

KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

AGUS DWI LESTARI

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025 NOMOR 18

_SOKERI/ SH..M.H.
N\ ¢ Pembina Tk 1/1Vb
NIP. 19720606 199203 1 007




